
Senin, 18 Maret 20246

JADWAL

Pernyataan Efektif atas Penawaran Tender Sukarela : 15 Maret 2024

Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi 

dalam rangka Penawaran Tender Sukarela

:

18 Maret 2024

Periode Penawaran Tender Sukarela : 19 Maret - 17 April 2024

Tanggal Pembayaran : 24 April 2024

DEFINISI DAN SINGKATAN

sebagai berikut:

“BAE” : berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan 

Sasaran yaitu PT Adimitra Jasa Korpora.

“BEI”

berkedudukan di Jakarta.

“MPTIS” : 

melakukan Penawaran Tender Sukarela 

yang didirikan berdasarkan hukum negara 

“FPTS” : berarti Formulir Penawaran Tender 

Sukarela yaitu formulir untuk penawaran 

pemegang saham publik yang bersedia 

menerima Penawaran Tender Sukarela.

“Hari” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun 

sesuai dengan kalender Gregorius tanpa 

libur nasional yang ditetapkan dari waktu 

ke waktu oleh Pemerintah Republik 

suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh 

Pemerintah Republik Indonesia sebagai 

“Hari Bursa“ : berarti setiap hari diselenggarakannya 

Nasional atau hari yang dinyatakan sebagai 

hari libur BEI.

“Harga Penawaran Tender Sukarela” : berarti harga yang ditawarkan MPTIS untuk 

membeli saham Publik dalam Penawaran 

lima puluh Rupiah) per saham yang akan 

dibayarkan secara tunai.

“KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek 

“Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia (sebelumnya 

sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

“OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan.

“Pemegang Saham” : berarti pemegang saham publik yang 

Perusahaan Sasaran dalam Penawaran 

pada daftar pemegang saham Perusahaan 

Sasaran sebelum berakhirnya Periode 

Penawaran Tender Sukarela.

“Pemohon” : berarti para pihak yang berhak untuk turut 

serta dalam Penawaran Tender Sukarela 

ini yaitu Pemegang Saham yang telah 

dokumen yang dipersyaratkan untuk 

Penawaran Tender Sukarela.

“Pengendali” : berarti pihak yang baik langsung maupun 

tidak langsung:

a. memiliki saham perusahaan terbuka 

lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 

seluruh saham dengan hak suara yang 

telah disetor penuh; atau

b. mempunyai kemampuan untuk 

pun terhadap pengelolaan dan/atau 

“Penawaran Tender Sukarela” : berarti Penawaran Tender Sukarela yang 

akan dilakukan oleh pihak yang melakukan 

penawaran tender sukarela kepada 

pemegang saham publik untuk membeli 

sebanyak-banyaknya 4.104.990.344 

ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat 

(dua puluh tiga koma satu delapan persen) 

ditempatkan dan disetor penuh dalam 

Perusahaan Sasaran dengan Harga 

Penawaran Tender Sukarela.

“Periode Penawaran Tender Sukarela “ : berarti periode penawaran tender sukarela 

yaitu tanggal 19 Maret 2024 hingga 17 

setiap harinya pada periode Penawaran 

Tender Sukarela. MPTIS dapat melakukan 

Sukarela dengan memberikan keterbukaan 

informasi kepada publik sesuai POJK 

No.54/2015.

“Pernyataan Penawaran Tender Sukarela” : berarti keterbukaan informasi sehubungan 

dengan Penawaran Tender Sukarela.

“Perusahaan Efek “ : 

“POJK No. 54/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

No. 54/POJK.04/2015 tanggal 29 

Desember 2015 tentang Penawaran Tender 

Sukarela.

“POJK No. 3/2021” 

No.3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 

2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di 

Bidang pasar Modal. 

“Perusahaan Sasaran“  : 

suatu perseroan terbatas yang didirikan 

berdasarkan hukum negara Republik 

Selatan dan yang saham-sahamnya 

tercatat di BEI.

“Saham” : berarti saham Perusahaan Sasaran yang 

dan diperdagangkan di BEI.

“Saham Publik“ : berarti Saham yang dimiliki oleh pemegang 

saham Perusahaan Sasaran selain Saham 

yang dimiliki oleh pihak yang melakukan 

Penawaran Tender Sukarela.

“Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal dimana pembayaran akan 

dilakukan kepada Pemegang Saham Publik 

yaitu tanggal 24 April 2024.

“Tanggal Penutupan” : berarti hari terakhir pada Periode 

I. PENDAHULUAN

Umum Pemegang Saham Independen atas rencana perubahan status Perusahaan Sasaran dari 

go private) sesuai dengan ketentuan Pasal 84A 

Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan dan Pasal 64 POJK 

No. 3/2021 (“Rencana Go Private Go Private

Tender Sukarela akan dilaksanakan oleh MPTIS.

mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham yang berniat untuk menerima 

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela tersebut.

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini. Harga Penawaran Tender Sukarela tersebut bersifat 

II. OBJEK PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Objek Penawaran Tender Sukarela

melalui BEI (“Saham VTO
ratus lima puluh Rupiah) per Saham. 

Sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela ini dan atas rencana perubahan status 

berikut:

a. 
go private) sesuai dengan ketentuan Pasal 84A ayat (2) 

Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan dan Pasal 64 

i. 
Indonesia (delisting);

ii. 

(ii) perubahan nama Perusahaan Sasaran.
iii. 

dengan Rencana Go Private; 
iv. pemberian wewenang penuh kepada Direksi Perusahaan Sasaran untuk mengambil 

setiap dan segala tindakan yang diperlukan atau dipandang perlu sehubungan dengan 
pelaksanaan ataupun penyelesaian daripada Rencana Go Private satu dan lain hal tanpa 
ada yang dikecualikan.

b. 
sehubungan dengan Rencana Go Private termasuk terkait dengan: (i) perubahan status 

perubahan nama Perusahaan Sasaran.

Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha 

Kepentingan.

enam puluh lima persen) dari total Saham Perusahaan Sasaran. Saham Perusahaan Sasaran 
dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

adi Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Sasaran.

Berikut tabel perbandingan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan 

Sasaran saat ini dan proforma setelah Penawaran Tender Sukarela:

Keterangan
Sebelum Penawaran Tender Sukarela Setelah Penawaran Tender Sukarela

Jumlah Saham Nilai (Rp) % Jumlah Saham Nilai (Rp) % 

Modal Dasar

-  Seri A (nominal Rp35/saham) 2 70 2 70

-  Seri B (nominal Rp70/saham) 80.999.999.999 5.669.999.999.930 80.999.999.999 5.669.999.999.930

Modal Ditempatkan & Disetor Penuh

-  Seri A

 Masyarakat 1 35 - - -

- - - 1 35

-  Seri B

13.220.263.850 925.418.469.500 17.325.254.193 1.212.767.793.510

2. PT Indonesia Infrastructure Finance 1.451.267.500 101.588.725.000 - - -

3. Masyarakat dan lainnya di bawah 5% 2.653.722.843 185.760.599.010 - - -

Sub total 17.325.254.194 1.212.767.793.545 97,82 17.325.254.194 1.212.767.793.545 97,82

-  Seri B

Saham Tresuri 385.454.000 26.981.780.000 385.454.000 26.981.780.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 17.710.708.194 1.239.749.573.545 17.710.708.194 1.239.749.573.545

Portepel:

-  Seri A 1 35 1 35

-  Seri B 63.289.291.806 4.430.250.426.420 63.289.291.806 4.430.250.426.420

Dalam hal MPTIS  telah me

Pasal 7 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir 

diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 

pihak lain dan mengalihkan sahamnya sekurang-kurangnya 1 saham kepada pihak tersebut guna 

saham Perusahaan Sasaran.

2. Harga Penawaran Tender Sukarela

Harga Penawaran Tender Sukarela telah ditentukan atas dasar bahwa Saham Publik yang 

didapatkan melalui Penawaran Tender Sukarela yang akan dibeli akan diterima bersama dengan 

Perusahaan Sasaran pada atau setelah tanggal Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini. 

sebelum tanggal pengumuman Rencana Go Private:

Hari Tanggal
Harga 

Tertinggi
Hari Tanggal

Harga 

Tertinggi
Hari Tanggal

Harga 

Tertinggi

1 2023-08-12 - 31 2023-09-11 116 61 2023-10-11 250

2 2023-08-13 - 32 2023-09-12 117 62 2023-10-12 260

3 2023-08-14 118 33 2023-09-13 122 63 2023-10-13 258

4 2023-08-15 116 34 2023-09-14 126 64 2023-10-14 -

5 2023-08-16 117 35 2023-09-15 126 65 2023-10-15 -

6 2023-08-17 - 36 2023-09-16 - 66 2023-10-16 240

7 2023-08-18 117 37 2023-09-17 - 67 2023-10-17 232

8 2023-08-19 - 38 2023-09-18 120 68 2023-10-18 228

9 2023-08-20 - 39 2023-09-19 119 69 2023-10-19 206

10 2023-08-21 117 40 2023-09-20 126 70 2023-10-20 206

11 2023-08-22 117 41 2023-09-21 170 71 2023-10-21 -

12 2023-08-23 119 42 2023-09-22 220 72 2023-10-22 -

13 2023-08-24 117 43 2023-09-23 - 73 2023-10-23 206

14 2023-08-25 117 44 2023-09-24 - 74 2023-10-24 212

15 2023-08-26 - 45 2023-09-25 224 75 2023-10-25 250

16 2023-08-27 - 46 2023-09-26 216 76 2023-10-26 270

17 2023-08-28 115 47 2023-09-27 236 77 2023-10-27 258

18 2023-08-29 115 48 2023-09-28 - 78 2023-10-28 -

19 2023-08-30 115 49 2023-09-29 234 79 2023-10-29 -

20 2023-08-31 115 50 2023-09-30 - 80 2023-10-30 248

21 2023-09-01 115 51 2023-10-01 - 81 2023-10-31 238

22 2023-09-02 - 52 2023-10-02 280 82 2023-11-01 242

23 2023-09-03 - 53 2023-10-03 - 83 2023-11-02 264

24 2023-09-04 115 54 2023-10-04 322 84 2023-11-03 254

25 2023-09-05 124 55 2023-10-05 296 85 2023-11-04 -

26 2023-09-06 119 56 2023-10-06 282 86 2023-11-05 -

27 2023-09-07 117 57 2023-10-07 - 87 2023-11-06 256

28 2023-09-08 118 58 2023-10-08 - 88 2023-11-07 244

29 2023-09-09 - 59 2023-10-09 246 89 2023-11-08 -

30 2023-09-10 - 60 2023-10-10 246 90 2023-11-09 -

Rata-Rata 90 Hari Rp187

Hari dengan Transaksi 59 hari

Tanggal Awal 12 Agustus 2023 (2023-08-12)

Tanggal Akhir (sebelum pengumuman) 9 November 2023 (2023-11-09)

Tabel berikut menggambarkan perbandingan harga yang ditawarkan dengan rata-rata harga 

perdagangan tertinggi:

Keterangan Harga (Rp/saham), Premium (%)

Referensi harga:

waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pengumuman 

 

9 November 2023.

Harga pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela

Premium yang ditawarkan (%) 34%

3. Pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela dinyatakan efektif oleh OJK. Periode Penawaran Tender 

paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) Hari setelah Periode Penawaran Tender Sukarela 

berakhir dengan penyerahan uang atau penyerahan efek sebagai penukarnya.

dalam Bagian VI (Prosedur dan Persyaratan Keikutsertaan dalam Penawaran Tender Sukarela) 

kepada BAE paling lambat pada Tanggal Penutupan.

4. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada Pemegang Saham yang ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela dan 

telah melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai dengan persyaratan yang diuraikan 

belas) Hari setelah selesainya Periode Penawaran Tender Sukarela. Pembayaran atas Saham 

Penawaran Tender Sukarela akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

5. Persetujuan yang Diperlukan

ketentuan yang diuraikan dalam POJK No. 54/2015 dan POJK No. 3/2021.

kreditur dan/atau pihak ketiga yang dibutuhkan atas pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela 

oleh MPTIS.

6. Hubungan, Kontrak dan Transaksi Material

memiliki hubungan pengurusan sebagai berikut:

No. Nama
Jabatan

Perusahaan Sasaran MPTIS

1. Komisaris Komisaris

2. Direktur Direktur Utama

3. Direktur Direktur

4. Direktur Direktur

5. Direktur Direktur

6. Komisaris Utama -

7. Komisaris Independen -

8. Farid Harianto Komisaris Independen -

9. Muhammad Ramdani Basri Direktur Utama -

10. Omar Danni Hasan Direktur -

11. Benny Setiawan Santoso Direktur -

12. Ridwan Abdul Chalif Irawan Direktur -

Berdasarkan pengungkapan susunan pengurus s

terdapat hubungan pengurusan antara MPTIS dan Perusahaan Sasaran dimana yaitu: (i) Rogelio 

diungkapkan.

atau kontrak atau transaksi material dengan Perusahaan Sasaran.

7. Pernyataan Kecukupan Dana untuk Penawaran Tender Sukarela

MPTC

atau diminta untuk mendukung setiap kebutuhan pembayaran penyelesaian atas transaksi 

dalam  tertanggal 25 Januari 2024 bahwa MPTC memiliki 

fasilitas kredit yang cukup pada Security Bank Corporation untuk melakukan dukungan atas 

pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela. Fasilitas kredit tersebut akan tersedia sesuai dengan 

8. Informasi Tambahan

tidak sedang terlibat dalam perkara material baik di pengadilan maupun sengketa lain di luar 

pengadilan.

Setelah diumumkannya Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Sukarela hingga 

pihak-pihak tertentu terkait dengan rencana Penawaran Tender Sukarela sebagaimana dimaksud 

harga tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Tender Sukarela yang dilakukan oleh MPTIS.

III. TUJUAN PENAWARAN TENDER SUKARELA DAN 

RENCANA TERHADAP PERUSAHAAN SASARAN

1. Tujuan Penawaran Tender Sukarela 

rencana Perusahaan Sasaran untuk melaksanakan delisting

perusahaan tertutup (go private

Perusahaan Sasaran berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Independen Perusahaan 

Sasaran yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023. 

2.  Rencana untuk Perusahaan Sasaran

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

rencana MPTIS untuk melakukan perampingan kelompok usaha Perusahaan Sasaran sehingga 

 

pertumbuhan ke depannya. 

IV. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN  

PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Riwayat Singkat

MPTIS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 28 November 

memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0091393.

sesuai dengan UUPT No. AHU-0241556.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 (“Akta 

Pendirian MPTIS”). MPTIS merupakan perseroan terbatas dengan [status Penanaman Modal 

Asing. 

2. Kantor Pusat

3. Kegiatan Usaha

4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPTIS berdasarkan berdasarkan Akta 

Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 28 November 2023 dibuat di hadapan Ashoya 

Keterangan Jumlah Saham Nilai (Rp) % Kepemilikan

Modal Dasar 4.360.000 4.360.000.000.000

Modal Ditempatkan & Disetor Penuh

1 1

1.089.999 1.089.999.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.090.000 1.090.000.000.000

Portepel 3.270.000 3.270.000.000.000

5. Struktur Kepemilikan MPTIS

Berikut ini adalah diagram kepemilikan saham MPTIS:

Keterangan:

1

6. Kepengurusan 

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 28 November 2023 dibuat di 

Direksi MPTIS adalah sebagai berikut:

Direksi

7. Informasi Lainnya

MPTIS dan/atau anggota Direksi MPTIS dengan ini menyatakan bahwa:

i. MPTIS dan anggota Direksi MPTIS tidak pernah dinyatakan pailit;

ii. 

menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

iii. 

bidang keuangan; dan

iv. MPTIS dan anggota Direksi MPTIS tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau institusi 

yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan efek.

V. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN

1. Riwayat Singkat

telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat 

Keputusan No. C2-17.375.HT.01.01. Tahun 1995 tanggal 28 Desember 1995. 

Anggaran Dasar Peseroan seluruhnya disusun kembali sebagaimana dimuat dalam Akta 

perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 

AHU-AH.01.03-0450684 tanggal 21 September 2021. Perubahan terakhir atas Anggaran Dasar 

Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-004-0218.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 

14 Juni 2022 (“Akta No.179/2022”).

2. Kantor Pusat

3. Kegiatan Usaha

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran sebagaimana ternyata dalam Akta 

permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:

Keterangan Jumlah Saham Nilai (Rp) % Kepemilikan

Modal Dasar

- Seri A (nominal Rp35/saham) 2 70

-  Seri B (nominal Rp70/saham) 80.999.999.999 5.669.999.999.930

Modal Ditempatkan & Disetor Penuh

-  Seri A

Masyarakat 1 35

-  Seri B

13.220.263.850 925.418.469.500

2. PT Indonesia Infrastructure Finance 1.451.267.500 101.588.725.000

3. Masyarakat dan lainnya di bawah 5% 2.653.722.843 185.760.599.010

Sub total 17.325.254.194 1.212.767.793.545 97,82

-  Seri B

 Saham Tresuri 385.454.000 26.981.780.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 17.710.708.194 1.239.749.573.545

Portepel:

-  Seri A 1 35

-  Seri B 63.289.291.806 4.430.250.426.420

h melakukan pembelian kembali saham biasa 

sebanyak 385.454.000 saham melalui Bursa Efek Indonesia senilai Rp84.522.927.500 (“Saham 

Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 

POJK No. 2/2013

pengalihan Saham Tresuri adalah Oktober 2019. Per tanggal Tambahan Keterbukaan Informasi 

dalam POJK No. 2/2013. 

tersebut tidak direalisasikan dikarenakan harga pengalihan saham masih berada di bawah harga 

harga saham di pasar masih berada di bawah harga pembelian saham kembali ( ) 

dan apabila dilakukan pengalihan akan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Sasaran dan 

tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

akan dilakukan setelah Penawaran Tender Sukarela selesai dilaksanakan.

5. Kepengurusan dan Pengawasan 

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Tambahan Keterbukaan 

pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data 

Perseroan No. AHU-AH.01.09-0138286 tanggal 11 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar 

Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0129385.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 11 Juli 

2023 yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Farid Harianto

Direksi

Direktur Utama : Muhammad Ramdani Basri

Direktur : Omar Danni Hasan

Direktur : Benny Setiawan Santoso

Direktur : Ridwan Abdul Chalif Irawan

6. Anak Perusahaan

memiliki penyertaan saham langsung atau tidak langsung dalam entitas anak yaitu sebagai 

berikut:

No. Nama
Kepemilikan  

(%)
Status Bidang Usaha

Tahun  

Berdiri

Tahun Awal 

Kegiatan

Entitas Anak Langsung

1. PT Meta Media Infranusantara 

(MMI) (sebelumnya PT Telekom 

Infranusantara (TI))

Beroperasi

Kegiatan usaha yang 

Aktivitas Holding dan 

Administrasi.

2011 2014

2. PT Margautama Nusantara (MUN) Beroperasi

dan Jasa terkait Penyediaan 

dan Pengoperasian Jalan Tol 

pada Anak Perusahaan

2007 2011

3. PT Potum Mundi Infranusantara (Potum) Beroperasi Jasa Pengelolaan Air Bersih 2011 2012

4. PT Energi Infranusantara (EI) Beroperasi

dan Jasa terkait Penyediaan 

pada Anak Perusahaan

2012 2013

5. PT Portco Infranusantara (Portco) Beroperasi 2011 2013

6. PT Marga Metro Nusantara (Marga) Beroperasi

dan Jasa terkait Pengelolaan 

dan Pembangunan Jalan Tol 

yang dilakukan pada Anak 

Perusahaan

2018 2023

7. PT Metro Tekno Media Infranusantara 

(sebelumnya PT Nusantara Infrastruktur 

Teknologi)

Belum 

beroperasi

dan Konsultasi. Kegiatan 

adalah Aktivitas Holding dan 

Administrasi

2015 Belum 

beroperasi

Entitas Anak Tidak Langsung

8. PT Makassar Metro Network (MMN) 

(melalui MUN)

Beroperasi Pengelolaan Jalan Tol 1993 1998

9. PT Bintaro Serpong Damai (BSD) 

(melalui MUN)

Beroperasi Pengelolaan Jalan Tol 1993 1999

10. PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) 

(melalui BMN dan MUN)

Beroperasi Pengelolaan Jalan Tol 2006 2008

11. PT Jakarta Metro Ekspressway (JME) Belum 

Beroperasi

Pengelolaan Jalan Tol 2023 2023 *

12. Beroperasi Pengelolaan Jalan Tol 1995 2010

13. PT Jasamarga Jalanlayang 

Cikampek (JJC)

Beroperasi Pengelolaan Jalan Tol 2016 2019

14. PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) 

(melalui Potum)

Beroperasi Jasa Pengelolaan Air Bersih 1996 1997

15. PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) 

(melalui Potum)

Beroperasi Jasa Pengelolaan Air Bersih 1993 2014

16.

Potum dan SCTK)

Beroperasi Jasa Pengelolaan Air Bersih 1995 1997

17. PT Jasa Sarana Nusa Makmur (JSNM) 

(melalui Potum dan SCTK)

Beroperasi Jasa Pengelolaan Air Bersih 1998 2007

18. PT Inpola Meka Energi (IME) (melalui EI) Beroperasi 2008 2020

19. Beroperasi 2011 2018

20. PT Energi Borneo Nusantara (EBN) Belum 

Beroperasi

2013 Belum 

beroperasi

21. PT Auriga Energi (Auriga) (melalui EI) Belum 

beroperasi

Operasi dan Pemeliharaan 2013 Belum 

beroperasi

22. PT Energi Surya Infranusantara 

(ESI) (sebelumnya PT Energi 

Parindu Nusantara (EPN)) (melalui 

Auriga dan EI)

Belum 

beroperasi

2013 Belum 

beroperasi

23. PT Centara Energi (CE) (melalui 

Auriga dan EI)

Belum 

beroperasi

2013 Belum 

beroperasi

24. PT Eris Serra Energi (ESE) (melalui 

Auriga dan EI)

Belum 

beroperasi

2013 Belum 

beroperasi

25. PT Eridanusa Energi Nusantara (EEN) 

(melalui Auriga dan EI)

Belum 

beroperasi

2020 Belum 

beroperasi

Keterangan:

* dalam tahap pengembangan

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perusahaan Sasaran:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(dalam Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan
30 Juni 2023 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Diaudit Diaudit Diaudit

Aset lancar 552.920.254.345 946.739.195.003 1.264.941.904.520

Aset tidak lancar 10.327.371.382.898 10.206.762.745.288 5.322.387.101.317

Jumlah Aset 10.880.291.637.243 11.153.501.940.291 6.587.329.005.837

4.752.326.813.696 1.933.169.793.653 599.501.118.672

2.776.762.358.329 5.737.785.451.105 2.626.364.717.930

Jumlah Liabilitas 7.529.089.172.025 7.670.955.244.758 3.225.865.836.602

Ekuitas 3.351.202.465.218 3.482.546.695.533 3.361.463.169.235

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 10.880.291.637.243 11.153.501.940.291 6.587.329.005.837

Laporan Laba Rugi Konsolidasian
(dalam Rupiah)

Laporan Laba Rugi
30 Juni 2023 30 Juni 2022 31 Desember 2022 31 Desember 2021

Diaudit Diaudit Diaudit Diaudit

Pendapatan dan Penjualan 851.163.158.806 397.898.862.820 1.402.370.096.384 844.789.484.595

(541.030.094.074) (146.433.248.313) (821.076.980.415) (438.505.688.511)

310.133.064.732 251.465.614.507 581.293.115.969 406.283.796.084

Beban Umum dan Administrasi 

(123.555.471.269) (127.347.563.644) (303.105.248.031) (255.501.056.644)

Laba Usaha 186.577.593.463 124.118.050.863 278.187.867.938 150.782.739.440

(287.036.942.796) (42.837.080.166) (99.986.367.534) (87.833.755.908)

(33.202.624.630) (21.481.380.923) (55.736.668.626) (37.188.034.305)

Laba (Rugi) Periode/Tahun 

Berjalan (133.661.973.963) (59.799.589.774) 122.464.831.778 25.760.949.227

Laba (Rugi) Komprehensif 

Periode/Tahun Berjalan (138.674.821.773) 60.301.740.461 121.083.526.298 16.698.113.103

Laba (Rugi) Per Saham, Dasar (6,24) 2,00 4,09 0,34

1. 

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER SUKARELA

(“Tambahan Keterbukaan Informasi”)

dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.54/POJK.04/2015

tentang Penawaran Tender Sukarela (“POJK No. 54/2015”) juncto

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.04/2021

tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal (“POJK No.3/2021”)

SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM POJK No.54/2015, PT METRO PACIFIC TOLLWAYS INDONESIA SERVICES TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH 

INFORMASI YANG HARUS DIKETAHUI OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI. PT METRO PACIFIC 

TOLLWAYS INDONESIA SERVICES DENGAN INI MENEGASKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN 

DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI YANG DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERNYATAAN PENAWARAN 

TENDER SUKARELA INI MENJADI MENYESATKAN.

PT METRO PACIFIC TOLLWAYS INDONESIA SERVICES BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, DATA, INFORMASI 

ATAU LAPORAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI.

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA OLEH:

S E R V I C E S
A METRO PACIFIC TOLLWAY COMPANY

PT METRO PACIFIC TOLLWAYS INDONESIA SERVICES

Berkedudukan di DKI Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Kantor Pusat:

Telepon: (021) 515 0100; Faksimili: (021) 515 1221 

E-mail: contact@ptmptis.com 

 

 

yang telah ditempatkan dandisetor penuh di dalam PT Nusantara Infrastructure Tbk.

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK

Kegiatan Usaha:

Bergerak di Bidang Infrastruktur

Kantor Pusat:

Telepon: (021) 515 0100; Faksimili: (021) 515 1221

E-mail: corsec@nusantarainfrastructure.com

TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI DITERBITKAN PADA TANGGAL 18 MARET 2024
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  JELANG ANGKUTAN LEBARAN  

PEMERINTAH PILIH ATUR 
PUNCAK MUDIK

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan strategi khusus mengantisipasi kepadatan 
di semua moda transportasi pada periode puncak arus mudik pada H-2 Lebaran atau 

8 April 2024.

Dwi Rachmawati 

redaksi@bisnis.com

M
enteri Per-
hubungan 
Budi Karya 
Sumadi me-
ngatakan 
bahwa pe-

merintah melakukan persiapan 
secara operasional dan kebijakan 
dalam pengendalian pemudik 
yang diperkirakan sebanyak 
193,6 juta orang. 

“[Selain itu], pengaturan trans-
portasi dan penanganan secara 
komprehensif bersama instansi 
pemerintah pusat, pemda, Polri 
dan swasta BUMN serta BUMD,” 
katanya dalam konferensi pers 
Persiapan dan Rencana Ope-
rasi Angkutan Lebaran 2024, 
Minggu (17/3).

Pada moda transportasi jalan, 
Menhub menyatakan 
ada kemungkinan be-
sar kemacetan terjadi di 
Jalan Tol Cikopo-Palim-
anan (Cipali). Risiko ke-
macetan di Tol Cipali 
terjadi lantaran ada ruas 
jalan yang menyempit.

Oleh karena itu, Kemen-
hub bersama Korps Lalu 
Lintas (Korlantas) Polri dan Ke-
menterian PUPR telah merilis Surat 
Keputusan Bersama (SKB) yang 
mengatur pembatasan opersional 
angkutan barang pada Lebaran 
2024. Mobil barang dengan sumbu 
lebih dari tiga dilarang beroperasi 
di sebagian jalan tol dan jalan 
nasional selama 5-16 April 2024.

Selain itu, Kemenhub juga 
telah melakukan pemeriksaan 
sarana dan prasarana mudik 
untuk moda transportasi darat. 

Selain moda transportasi ber-
basis jalan, Menhub mempre-

diksia ada potensi kepadatan 
antrean pemudik terjadi di 
Pelabuhan Merak Banten dan 
Pelabuhan Ketapang Bali. 

Adapun, antrean moda trans-
portasi udara berisiko terjadi di 
Bandara Soekarno-Hatta Cengkar-
eng di Tangerang dan Bandara I 
Gusti Ngurah Rai Denpasar di Bali.

“Tapi, kita juga punya identi-
fi kasi berkaitan dengan antrean 
di laut biasanya di Medan, Ba-
tam, Samarinda, dan Sulawesi 
Selatan,” ujar Budi Karya. 

Kepala Badan Kebijakan Tran-
sportasi Kemenhub Robyy Kur-
niawan memperkirakan sebanyal 
71,7% populasi masyarakat atau 
193,6 juta orang bakal berpergian 
saat periode libur Idulfi tri 2024. 
Jumlah itu naik sebesar 31,6% 

dibandingkan dengan pe-
mudik pada 2023 sebesar 
123,8 juta orang.

Hasil survei yang di-
lakukan menunjukkan 
mayoritas masyarakat 
akan melakukan mudik 
di H-2 Lebaran atau pada 
8 April 2024 mencapai 
2,6 juta orang, disusul 

pada H-4 atau 6 April 2024 
sebanyak 23,2 juta orang.

Khusus masyarakat di Jabo-
detabek, dia mencatat rata-rata 
memilih berangkat mudik lebih 
awal, yakni H-4 Lebaran atau 
6 April 2024 sebesar 18,28% 
atau 5,2 juta orang. 

“Preferensi masyarakat Jabo-
detabek bepergian dimulai H-4 
ini yang paling tinggi, disusul 
dengan H-3 dan H-2 Le-
baran,” ujar Robby.

Khusus arus balik, 
mayoritas masyara-

kat memilih waktu pulang pada 
H+3 Lebaran yakni pada 14 
April 2024 mencapai 21,16% dari 
populasi atau 40,99 juta orang. 

Robby mengatakan rata-rata 
masyarakat yang disurvei memilih 
waktu mulai berangkat mudik 
maupun balik yakni pada pukul 
07.00-10.00 WIB. Khusus moda 
tranportasi, masyarakat lebih me-
milih kereta api untuk mudik 
sebesar 20,3% atau 39,32 juta 
orang dan mobil pribadi 18,3% 
atau 35,42 juta, dan sepeda mo-
tor sebesar 16,07% (31,12 juta).

TITIK RAWAN

Sementara itu, Kepala Kor-
lantas Polri Irjen Aan Suhanan 
mengatakan titik yang rawan 
terjadi kemacetan pada mudik 
Lebaran yakni jalur arteri Pantai 
Utara atau Pantura. Alasannya, 
ada lintasan sebidang dan pasar 
tumpah disinyalir bakal mem-
perlambat pergerakan kendaraan 
di jalur Pantura.

Sejumlah strategi dilakukan 
untuk mengurai titik kemacetan di 
jalur arteri Pantura, di antaranya 
seperti pemberlakuan contrafl ow 
atau pengalihan arus jika terjadi 
pasar tumpah dan berkoordinasi 
dengan pengelola lintas sebidang 
ihwal keselamatan serta kelan-
caraan lalu lintas.

Selain itu, Aan menyebut ada 
penambahan titik krusial yang 
rawan macet di Tol Cipali seper-
ti bottle neck di titik pertemuan 
dari Tol Cisumdau dan Cipali. 
Risiko kemacetan juga muncul 

di sekitar rest area, 
bottle neck KM 
87 dan U-turn 
atau putaran ba-

lik akibat pengendara yang tidak 
sabar saat diberlakukan one way.

“Ini sudah kami polakan, ada 
penambahan panjang rambu, 
di sana nanti diperbanyak se-
panjang 1 kilometer untuk di 
pertemuan antara Cipali dan 
Cisumdau,” jelasnya.

Khusus mengurai antrean me-
nuju pelabuhan penyeberangan, 
Aan menyiapkan strategi dengan 
cara mengeluarkan kendaraan 
dari tol ke jalan arteri. Dengan 
begitu, penumpukan di pela-
buhan akan berkurang seiring 
pengalihan rute arus kendaraan 
menuju pelabuhan.

Ihwal penanggulangan titik 
rawan kemacetan di jalur arteri 
yang tergenang banjir di Jawa 
Tengah dilakukan dengan men-
cari jalur alternatif lainnya yang 
bebas genangan. “Kalau terjadi 
genangan di tol kita juga sudah 
koordinasi dengan pengelola 
jalan tol untuk menyiapkan 
pompa air yang kapasitas be-
sar,” ungkapnya. (Hendra Wibawa) 

��PELUNCURAN FUJIFILM X100VI   KEBOCORAN DATA  

Perusahaan Bakal 
Didenda 2% dari Profi t

Bisnis, JAKARTA — Kemente-
rian Komunikasi dan Informatika 
bakal mengenakan sanksi keras 
berupa denda maksimal 2% dari 
penghasilan jika perusahaan 
mengalami kebocoran data.

Direktur Jenderal Aplikasi 
dan Informatika Kementerian 
Komunikasi dan Informatika 
(Kemenkominfo) Semuel Ab-
rijani Pangerapan mengatakan 
rencananya pengenakan sanksi 
berlaku per Juli 2024 setelah 
terbitnya Peraturan Pemerintah 
(PP) turunan Undang-Undang 
Perlindungan Data Pribadi 
(PDP).

“Aturan turunannya Peraturan 
Pemerintah terkait PDP ini in-
syaallah selesai pada Juli ini,” 
ujarnya, Jumat (15/3).

Menurutnya, penetapan san-
ksi denda setelah pembahas-
an bersama semua pemangku 
kepentingan di pemerintahan. 

Selain regulasi turunan PDP, 
Semuel menjelaskan pemerintah 
juga akan membentuk lembaga 
yang akan menilai besaran den-
da ke perusahaan yang meng-
alami kebocoran data. Renca-
nanya, lembaga itu dibentuk 

bersamaan rampungnya aturan 
turunan PDP pada Juli 2024.

Nantinya, besaran denda me-
mang maksimal 2% dari peng-
hasilan. Namun, dia menyatakan 
tidak semua perusahaan akan 
dikenakan denda maksimal. 

Oleh karena itu, lembaga 
baru bertugas menilai bilamana 
perusahaan sudah melakukan 
kaidah-kaidah perlindungan 
data pribadi. 

“Kalau sudah ada, berusaha  
[mencegah kebocoran data] 
pun kita sudah ada indeks-
indeksnya. Kalau dia belum 
melakukan apapun, itu bisa 
kena paling maksimum,” ujar 
Semuel.

Semuel mengatakan jumlah 
denda akan diumumkan ke 
publik oleh lembaga baru itu. 

Menurutnya, pengenaan sank-
si denda bertujuan menyadarkan 
perusahaan teknologi informasi 
soal pentingnya proteksi untuk 
keamanan data.

Dia menegaskan denda yang 
masuk ke negara tidak bertuju-
an pemerintah ingin mengeruk 
dana dari perusahaan teknologi 
informasi. (Crysania Suhartanto)

“Preferensi 
masyarakat 
Jabodetabek 
bepergian dimulai 
H-4 ini yang paling 
tinggi, disusul 
dengan H-3 dan H-2 
Lebaran.

Bisnis/Eusebio Chrysnamurti 

President Director Fujifilm Indonesia Masato Yamamoto (kiri) bersama dengan 
General Manager Electronic Imaging Johanes Rampi saat peluncuran FUJIFILM 
X100VI di Jakarta, pekan lalu. Fujifilm Indonesia meluncurkan kamera digital terbaru 
FUJIFILM X100VI di Indonesia. Melengkapi jajaran kamera digital Seri X, kamera ini 
menawarkan kualitas gambar yang luar biasa serta desain yang ringkas dan ringan 
dilengkapi dengan teknologi reproduksi warna khas Fujifilm. 

BISNIS/MUHAMMAD AFANDI
BISNIS/MUHAMMAD AFANDI

Sumber: Hasil Survei Badan Kebijakan
Transportasi Kemenhub, 2024

Pemerintah memprediksi pergerakan 

masyarakat selamat periode Angkutan 

Lebaran 2024 termasuk tinggi didorong tidak 

ada pembatasan mobilitas pada tahun ini.

Potensi Pergerakan Nasional Selama Lebaran
(juta orang)

Daerah Tujuan Pemudik

Musim Lebaran (juta orang)

193,6

123,8

20242023

71,7%

45,8%

32,75

24,6 20,72

61,6

37,6
32,1

Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat

Lebaran 2023 Lebaran 2024*

*) Prediksi

Moda Pilihan Pemudik Lebaran 2024 (juta orang) 

39,32

37,51

35,42

31,12

Kereta api

Bus

Mobil pribadi

Sepeda motor

20,3%

19,4% 

18,3% 

16,07%

Mudik

Jumlah (juta)

Persentase Populasi

Persentase

Berjibaku Pastikan 
Keselamatan 

Angkutan Lebaran

2. 

3. 

4. 

VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN  

DALAM PENAWARAN TENDER SUKARELA 

1. Periode Penawaran Tender Sukarela

2. Pemohon yang Berhak

Pemohon adalah pemegang saham Perusahaan Target yang namanya terdaftar dalam 

Daftar Pemegang Saham dan/atau dalam daftar penyimpanan kolektif KSEI sebelum 

Tanggal Penutupan Penawaran Tender Sukarela.

Pemegang Saham yang memiliki Saham dengan warkat dan berniat untuk menawarkan 

Saham tanpa warkat dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek/bank 

kustodian dengan menyerahkan surat kolektif saham kepada BAE selambat-lambatnya 

4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Penutupan. Biaya konversi Saham akan 

sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender 

bahwa Saham tersebut terdaftar atas nama mereka dalam daftar pemegang saham 

Perusahaan Sasaran sebelum dan sesudah konversi Saham.

Pemohon yang memiliki saham dalam penitipan kolektif KSEI ( ) yang 

kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana yang bersangkutan 

membuka sub rekening efek untuk melakukan pemblokiran saham yang akan 

diikutsertakan dalam Penawaran Tender Sukarela melalui sistem C-BEST KSEI dengan 

demikian tidak dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali 

kepada MPTIS untuk melakukan pembelian atas saham tersebut.

bersangkutan hanya dapat berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela apabila 

saham tersebut. 

sudah tidak terdapatnya sengketa atas kepemilikan saham dengan dibuktikan dengan 

dokumen bukti yang valid dan sah. 

3. Formulir Penawaran Tender Sukarela

Permohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela harus disampaikan 

berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Penawaran Tender 

berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5

Telepon (hunting): (021) 29365287; 29365298; Faksimili: (021) 29289961

FPTS yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum 

dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini tidak akan diproses dan 

Pemegang Saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam 

Penawaran Tender Sukarela.

4. Tata Cara Pengajuan Formulir Penawaran Tender Sukarela

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela adalah 

sebagai berikut:

a. Penandatanganan FPTS

Periode Penawaran Tender Sukarela kepada BAE dengan cara melengkapi dan 

menandatangani FPTS dalam 4 (empat) rangkap salinan asli dan melampirkan 

dokumen-dokumen sebagai berikut:

i. Pemegang Saham Individual 

1) Fotokopi dari kartu tanda penduduk Pemegang Saham yang masih berlaku.

2) 

ii. Pemegang Saham Institusi 

1) Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini 

Direktur dan Dewan Komisaris.

2) Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku milik Direksi yang berhak 

mewakili Pemegang Saham institusi.

3) Fotokopi paspor yang masih berlaku milik Direksi asing yang berhak mewakili 

b. Bukti Penerimaan 

Setelah menyerahkan FPTS yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain 

mencerminkan keikutsertaan Pemohon dalam Penawaran Tender Sukarela yang 

kustodian Pemohon kemudian akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan 

saham Perusahaan Sasaran terkait yang terdaftar atas nama Pemohon dari bank 

kustodian/perusahaan efek ke rekening penampungan sementara KSEI (“Rekening 

Penampungan”) dengan cara memberikan Securities Transfer Instructions melalui 

C-BEST.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum memberikan instruksi 

kepada KSEI untuk mengalihkan saham Perusahaan Sasaran ke Rekening 

permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Sukarela oleh Pemohon yang 

bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke Rekening Penampungan tidak 

Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam paragraf c di bawah 

ini.

c. Pembatalan Permohonan Tender Sukarela

untuk membatalkan Saham yang diikutsertakan dalam Penawaran Tender Sukarela 

Sukarela tidak dipenuhi oleh Pemohon.

Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Sukarela dapat 

membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender Sukarela melalui 

Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan dengan 

pemberitahuan tertulis melalui email kepada perusahaan efek/bank kustodian dengan 

tembusan ke KSEI.

d. 

KSEI akan memberikan daftar Pemohon/pemegang rekening yang telah mengalihkan 

Sahamnya pada Perusahaan Sasaran ke dalam Rekening Penampungan dalam rangka 

yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam 

persyaratan Penawaran Tender Sukarela.

Pemohon.

e. Pembayaran

KSEI. KSEI kemudian akan mengalihkan saham dari Rekening Penampungan ke 

rekening efek atas nama MPTIS pada KSEI. 

KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan 

 untuk setiap rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon 

f. Pembatalan Penawaran Tender Sukarela

Penawaran Tender Sukarela tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Sukarela 

g. Pelaporan Hasil Penawaran Tender Sukarela

MPTIS akan melaporkan hasil Penawaran Tender Sukarela kepada OJK paling lambat 

berakhir.

VII. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM  

PENAWARAN TENDER SUKARELA

Pihak independen yang membantu MPTIS dalam pelaksanaan Penawaran Tender 

Sukarela adalah:

Konsultan Hukum :  Makes & Partners Law Firm

  Telepon (hunting): (021) 5747181

  Alamat e-mail: makes@makeslaw.com

Perusahaan Efek :  PT BCA Sekuritas

  Telepon (hunting): (021) 23587222

  Alamat e-mail: settlement@bcasekuritas.co.id

Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

  Telepon (hunting): (021) 29365287; 29365298

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham dapat menghubungi BAE dan/atau Perusahaan Efek sebagaimana 

Biro Administrasi Efek:

PT Adimitra Jasa Korpora

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5

Telepon (hunting): (021) 29365287; 29365298

Alamat e-mail: 

Perusahaan Efek:

PT BCA Sekuritas

Jl. M.H. Thamrin No.1

Telepon (hunting): (021) 23587222

Alamat e-mail: settlement@bcasekuritas.co.id


